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BAB V 

PENUTUP 

 

4.4 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan menggunakan metode 

net adalah sebesar Rp. 134,186,650. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

atas karyawan menggunakan metode gross up adalah sebesar Rp. 

170,298,072. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan 

dengan menggunakan metode net dan metode gross up menunjukkan selisih 

sebesar Rp. 36,111,422. Selisih tersebut timbul karena perusahaan 

memberikan tunjangan pajak (gross up method) yang nominalnya sama 

dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, akibatnya penghasilan bruto karyawan 

menjadi lebih besar dan berdampak pada Pajak Penghasilan Pasal 21. 

2. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode net 

menghasilkan jumlah Pajak Penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan sebesar Rp. 1,723,440,000. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 

21 menggunakan metode gross up menghasilkan jumlah Pajak Penghasilan 

badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 1,653,268,000. 

Hasil perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode 

net dan metode gross up menunjukkan selisih sebesar Rp. 70,172,000. Jumlah 

tersebut timbul karena terdapat koreksi fiskal dalam komponen gaji, THR, 

dan bonus yang membuat Laba Sebelum Pajak memiliki nominal yang besar, 
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akibatnya Pajak Penghasilan Badan pun menjadi lebih besar. Selisih tersebut 

karena pada metode net terdapat koreksi fiskal dalam komponen gaji, THR, 

dan bonus yang membuat Laba Sebelum Pajak memiliki nominal yang besar, 

akibatnya Pajak Penghasilan Badan pun menjadi lebih besar.  Sedangkan 

pada metode gross up, perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang 

nampak menambah beban perusahaan tetapi tunjangan tersebut dapat 

dikurangkan (deductible) dari penghasilan kena pajak sehingga 

mengakibatkan penghematan pada jumlah Pajak Penghasilan badan terutang 

perusahaan. 

 

4.5 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran 

yaitu :  

1. Bagi perusahaan, terlebih pihak PT. JPC di Mojokerto sebaiknya 

mempertimbangkan menggunakan metode gross up dalam menghitung Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas karyawan karena perencanaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 menggunakan metode gross up, perusahaan memberikan tunjangan 

PPh Pasal 21 yang nampak menambah beban perusahaan tetapi tunjangan 

tersebut dapat dikurangkan (deductible) dari penghasilan kena pajak sehingga 

mengakibatkan membuat jumlah Pajak Penghasilan Badan Terutang lebih 

kecil yakni sebesar Rp. 1,653,268,000.  

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian pada perusahaan 

yang berbeda agar dapat mengetahui perbedaan hasil perencanaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dari PT. JPC dengan perusahaan tersebut. 
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